BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan lima puluh delapan literatur yang berupa jurnal dan

laporan, penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian,
bahwa:

1. Agar sistem whistleblowing dianggap efektif, sistem whistleblowing harus
memiliki elemen berupa pelapor pelanggaran (whistleblower), pelanggaran
yang dilaporkan, pelaku pelanggaran, penerima laporan (designated officer),
tindakan pelaporan, dan hasil pelaporan. Sistem whistleblowing yang efektif
juga memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu menjadi alat komunikasi
antara pemangku kepentingan dan perusahaan untuk mendeteksi
pelanggaran, memberikan cara etis untuk mencegah, menghentikan, dan
memperbaiki pelanggaran, menjadi alat tata Kkelola perusahaan,
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal, melindungi
sumber daya perusahaan sekaligus meningkatkan Kkinerjanya, serta
memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan biaya implementasinya;

2. Terdapat dua jenis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem
whistleblowing, yaitu faktor-faktor langsung dan faktor-faktor tidak langsung.
Faktor-faktor langsung mempengaruhi kinerja sistem whistleblowing, dan
terdiri dari prosedur dan rancangan sistem whistleblowing, kualitas informasi,
tenaga kerja dan sumber daya perusahaan, siapa yang menjadi designated
officer, serta kemampuan komunikasi designated officer. Sedangkan faktor-
faktor tidak langsung mempengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan
tindakan whistleblowing dan terdiri dari faktor-faktor intrinsik dan tidak dapat
dipengaruhi oleh perusahaan, faktor-faktor intrinsik dan dapat dipengaruhi
perusahaan, serta faktor-faktor ekstrinsik dan dapat dipengeruhi oleh
perusahaan. Faktor-faktor intrinsik dan tidak dapat dipengaruhi oleh
perusahaan meliputi karakteristik pribadi, hubungan kekuatan dan konteks
situasi, motivasi pelanggaran, materialitas pelanggaran, negara dan
karakteristik budayanya, serta peraturan negara mengenai whistleblowing.
Faktor-faktor intrinsik dan dapat dipengaruhi perusahaan meliputi moralitas,
loyalitas, rasa tanggung jawab, dan pandangan mengenai whistleblowing.

Faktor-faktor ekstrinsik dan dapat dipengeruhi oleh perusahaan meliputi

117



budaya sosial, lingkungan, respon, dan sifat perusahaan, pengetahuan
mengenai akuntansi dan pelanggaran, pengetahuan mengenai sistem
whistleblowing, tingkat perlindungan identitas whistleblower, serta
ketergantungan perusahaan terhadap pelanggaran;

Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk
meningkatkan efektivitas sistem whistleblowing. Upaya-upaya tersebut
dilakukan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem
whistleblowing yang terdiri dari upaya melalui faktor-faktor langsung, upaya
melalui faktor-faktor tidak langsung, serta upaya melalui faktor-faktor
langsung dan tidak langsung. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan
melalui faktor-faktor langsung meliputi sistem whistleblowing sebagai fungsi
kepatuhan, mengimplementasi sarana pelaporan, melakukan panggilan balik
atau komunikasi yang berkelanjutan, mengevaluasi Kkinerja sistem
whistleblowing dan pelanggaran yang terjadi, menunjuk designated officer
yang independen, berpengalaman, dan terlatih, serta menunjuk komite audit
sebagai penanggung jawab sistem whistleblowing. Upaya melalui faktor-
faktor tidak langsung meliputi membentuk budaya perusahaan, pelatihan
mengenai pelanggaran, penyebaran proses whistleblowing, penghargaan
terhadap whistleblower, serta mengimplementasi mekanisme pelaporan
anonim atau dengan perlindungan identitas whistleblower. Upaya melalui
faktor-faktor langsung dan tidak langsung meliputi membuat prosedur,
kebijakan, pengawasan, dan dokumentasi atas sistem whistleblowing, serta
penyebaran penyelesaian kasus pelanggaran;

Selama periode 2002-2016, banyak perusahaan belum dapat memanfaatkan
whistleblowing secara optimal khususnya di Indonesia karena budayanya
yang belum terlepas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di Indonesia

belum terdapat penelitian mengenai whistleblowing yang mendalam.

5.2. Saran

Untuk dapat meningkatkan efektivitas sistem whistleblowing, terdapat

berbagai upaya yang telah disebutkan pada sub bab 5.1. Namun tentunya diperlukan

penelitian yang lebih mendalam mengenai whistleblowing, khususnya di Indonesia,

agar dapat digunakan seoptimal mungkin dalam mengatasi pelanggaran. Serta

diperlukan juga campur tangan pemerintah untuk mengawasi peraturan mengenai

whistleblowing dan whistleblower agar memberikan dampak positif.
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